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1. A. Bagi perr{ﬁ%)n%ﬁé%[uwwmédan hukum Indonesia : I. Keterangan Pemohon 1. dalam hal

pemohon adalah Pemerintah Negara Lain, wajib melampirkan surat dari instansi pemerintah negara

yang bersangkutan atau surat yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar/kantor perwakilan negara yang
bersangkutan di Indonesia; 2. dalam hal pemohon adalah perseorangan asing, agar melampirkan
rekaman paspor; 3. dalam hal pemohon adalah badan usaha asing, agar melampirkan rekaman
anggaran dasar (article of association) dalam Bahasa Inggris atau terjemahannya dalam Bahasa
Indonesia; 4. dalam hal pemohon adalah perseorangan Indonesia, agar melampirkan rekaman Kartu
Tanda Penduduk (KTP) dan rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang telah dilakukan
Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku; 5.
dalam hal pemohon merupakan warga negara Indonesia pemegang KMILN, agar melampirkan KMILN
dan tidak disyaratkan NPWP; 6. dalam hal pemohon adalah badan hukum Indonesia agar melampirkan
rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya lengkap dengan pengesahan dan
persetujuan/pemberitahuan dari Menteri Hukum dan HAM, serta rekaman NPWP yang telah dilakukan
Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku,
serta perizinan yang dimiliki perusahaan. Il. Keterangan Rencana Penanaman Modal 1. untuk industri,
berupa diagram alir produksi (flow chart of production) dilengkapi dengan penjelasan detail uraian
proses produksi dengan mencantumkan jenis bahan baku; 2. untuk sektor jasa, berupa uraian
kegiatan yang akan dilakukan dan penjelasan produk jasa yang dihasilkan. Ill. Surat kuasa bila

pengajuan permohonan tidak dilakukan secara langsung oleh pimpinan perusahaan

2. B. Bagi pemohon yang TELAH berbadan hukum Indonesia: I. Keterangan Pemohon 1. rekaman Akta
Pendirian perusahaan dan perubahannya; 2. rekaman Pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan
persetujuan/ pemberitahuan atas perubahan dari Menteri Hukum dan HAM; 3. rekaman NPWP
perusahaan yang telah dilakukan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku; 4. bukti diri pemegang saham, berupa: a. dalam hal pemegang
saham adalah Pemerintah Negara Lain, wajib melampirkan surat dari instansi pemerintah negara yang
bersangkutan atau surat yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar/ kantor perwakilan negara yang
bersangkutan di Indonesia; b. dalam hal pemegang saham adalah perseorangan asing, agar
melampirkan rekaman paspor; c. dalam hal pemegang saham adalah badan usaha asing, agar
melampirkan rekaman anggaran dasar (article of association) dalam bahasa inggris atau
terjemahannya dalam Bahasa Indonesia; d. dalam hal pemegang saham adalah perseorangan
Indonesia, agar melampirkan rekaman KTP dan rekaman NPWP yang telah dilakukan Konfirmasi Status
Wajib Pajak (KSWP) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; e. dalam hal
pemohon merupakan warga negara Indonesia pemegang KMILN, agar melampirkan KMILN dan tidak
disyaratkan NPWP; f. dalam hal pemegang saham adalah badan hukum Indonesia agar melampirkan
rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya dilengkapi pengesahan dan persetujuan/
pemberitahuan dari Menteri Hukum dan HAM dan rekaman NPWP yang telah dilakukan Konfirmasi
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perizinan yang dimiliki perusahaan.
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Sistem, M ek arTERRAD&NSATOERINITU

1. Pemohon datang ke loket pelayanan untuk mendapatkan informasi dan formulir permohonan

perizinan dari petugas pelayanan
2. Pemohon mengisi formulir permohonan yang disediakan untuk pengajuan permohonan perizinan

3. Pemohon mendaftarkan dan memasukkan kelengkapan berkas permohonan ke petugas di loket

pelayanan

4. Petugas pelayanan ( Pengadministrasi Perizinan ) memeriksa dan meneliti kelengkapan berkas
permohonan, jika berkas lengkap dapat diterima serta diberi nomor pendaftaran dan dibuatkan tanda

terima berkas, jika berkas tidak lengkap dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi

5. Apabila dokumen perizinan telah selesai di proses, pemohon dapat mengambil dokumen perizinan

tersebut melalui petugas di loket pelayanan

3 Hari kerja

Biaya/ Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

. PENDAFTARAN PENANAMAN MODAL (Peraturan BKPM Nomor 13 Tahun 2017) PENGGANTI IZIN
PRINSIP (Peraturan Kepala BKMP Nomor 15 Tahun 2015)

Pengaduan Layanan

I Waktu Penyelesaian
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TERPADU SATU PINTU

®* Pejabat pengaduan 1. Kepala Seksi Data dan Informasi Perizinan

2. Kepala Seksi Pengendalian Perizinan

® SMS 1. 081345960252 (JELINA, SE)
2. 081256489900 (SAHYONI AMIRUDDIN, SH)

® Saran / Masukan : Tersedia kotak saran
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